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GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA 

BARAT NOMOR            TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN 

PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TAHUN 2025-2029 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubemur 

menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals 5 (lima) 

Tahunan bersama Bupati/Walikota dengan melibatkan 

Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku  Usaha,  Akademisi 

dan Pihak terkait lainnya; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, 

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan 
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Berkelanjutan, RAD TPB disusun oleh gubernur bersama 

bupati/wali kota di wilayahnya dengan melibatkan Ormas, 

Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development 

Goals (SDGs) Tahun 2025-2029; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor  

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 
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  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5679); 

  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6809); 

  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I, 

Tambahan  Lembaran Negara Nomor 6856); 

  12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4614);   

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
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Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4815); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6042); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan  Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
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Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 

Nomor 42); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 

2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633); 

  26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 199); 

  27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 

Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

  28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 112); 



7 

 

  29. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 

  30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-

2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 

19); 

  31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

459); 

  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

  39. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Koordinasi, 

Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan 

Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

  40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 

tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, 

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

  41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
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Tahun 2025-2029; 

  42. Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8 NOREG Peraturan 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: (8/2105); Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119); 

  43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat: 4-120/2019. Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 148); 

  44. Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan 

Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 

2021 Nomor 5 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat: (5-93/2021); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Nomor 174); 

  45 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 

2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5 NOREG Peraturan Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat : (4-121/2024); Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 

Nomor 205); 

  46. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20025-2045 (Lembaran 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9 

NOREG Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (8-
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283/2024)), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 207). 

 

   MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI 

DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TAHUN 2025 - 2029. 

 

   Pasal 1 

 

   Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

  1. Daerah adalah Provinsi Nusa tenggara Barat. 

  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

  3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable 

Development Goals yang selanjutnya disingkat 

TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan 

sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. 

  4. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB 

adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di 

tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai 

kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung 

mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan 

sasaran pembangunan daerah. 
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  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

  6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat 

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk 

oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan 

kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, 

kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila. 

 

 

  7. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan 

dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

  8. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan 

sumberdaya secara sukarela kepada sesama dan 

bertujuan untuk mengatasi masalah sosial 

kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan 

berkelanjutan. 

  9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 

badan usaha baik yang berbentuk badan hokum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
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bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

 

Pasal 2 

  1. RAD TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan 

dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program 

serta kegiatan. 

                                               Pasal 3 

RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi : 

a. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Nusa tenggara Barat dalam menyusunan 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 

sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya percepatan 

pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 

Sustainable Development Goals (SDGs) dalam 

mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 

2025 - 2029. 

 

 

b. sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, 

Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan 

menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

serta evaluasi dalam upaya percepatan pencapaian target 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable 

Development Goals. 

                                               Pasal 4 

RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

memuat 17 (tujuh belas) tujuan yang meliputi: 

a. penghapusan kemiskinan; 
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b. penghapusan kelaparan; 

c. mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan; 

d. mewujudkan pendidikan berkualitas; 

e. kesetaraan gender; 

f. mewujudkan tersedianya air bersih dan sanitasi layak; 

g. mewujudkan energi bersih dan terjangkau; 

h. mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak 

bagi masyarakat; 

i. membangun infrastruktur yang tangguh dan industry 

inklusif , serta inovatif; 

j. penurunan kesenjangan dalam masyarakat; 

k. mewujudkan kota inklusif dan berkelanjutan; 

l. mewujudkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; 

m. perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana; 

n. pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut; 

o. pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat; 

p. mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan

yang kokoh dan 

q. kemitraan untuk semua tujuan pembangunan. 

 

 

 

 

                                                    Pasal 5 

(1) RAD TPB/SDGs Tahun 2025-2029 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan 

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan 



14 

 

Berkelanjutan/Sustainable Development 

Goals (TPB/SDGs) di NTB 

BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian 

BAB IV : Kebijakan Dan Perkuatan Lingkungan Yang 

Mendukung 

BAB V : Penutup 

 

(2) RAD TPB/SDGs Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

                                                      Pasal 6 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD TPB/SDGs dibentuk 

Tim Pelaksana Sustainable Development Goals (SDGs) dan 

Sekretariat Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 

Sustainable Development Goals (SDGs). 

(2) Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) beranggotakan unsur pemerintah, Akademisi, 

lembaga non pemerintah, professional media dan tokoh 

masyarakat. 

(3) Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs 

Tahun 2025-2029, Bappeda melalui Tim Pelaksana 

Sustainable Development Goals (SDGs) dan Sekretariat Tim 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable 

Development Goals (SDGs) melakukan koordinasi dengan 

Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Ormas, 

Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku 
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kepentingan lainnya. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi RAD TPB/SDGs. 

Pasal 8 

(1) RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang atau ditinjau 

kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau 

sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(2)  

(3) Kaji ulang atau ditinjau kembali sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk 

melakukan perubahan RAD TPB/SDGs. 

(4) Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB/SDGs 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 9 

(1) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan RAD 

TPB/SDGs di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi supervisi, pemantauan dan evaluasi. 

Pasal 10 

(1) Gubernur melalui Badan Perencanaan Pengembangan 

Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2025-2029. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-

waktu bila diperlukan 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila 

diperlukan. 
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Pasal 11 

(1) Perangkat Daerah yang tidak berpedoman pada RAD 

TPB/SDGs dapat dikenakan sanksi administratif berupa 

teguran tertulis. 

 

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dijadikan bahan penilaian kinerja. 

Pasal 12 

(1) Perangkat Daerah melalui Tim Pelaksana melaporkan 

pelaksanaan RAD TPB/SDGs setiap tahun kepada 

Gubernur. 

(2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan RAD TPB/SDGs di 

daerahnya setiap tahun kepada Gubernur. 

(3) Gubernur menyampaikan laporan pencapaian atas 

pelaksanaan sasaran TPB/SDGs Daerah setiap 1 (satu) 

tahun sekali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. 

Pasal 13 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. 
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Ditetapkan di Mataram 

pada tanggal                         2025 

GUBERNUR NUSA TENGGARA 

BARAT, 

ttd. 

 

    H.LALU MUHAMMAD IQBAL 

 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal                        2025       

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

ttd. 

 

              LALU MOH.FAOZAL 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  

TAHUN 2025 NOMOR  

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

Dr.HUBAIDI,SH,MH   

NIP.19790607 200501 1 012 


